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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai Peran Pemerintah 

Kota Yogyakarta dalam Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 

telah memiliki kerangka hukum, kelembagaan, dan instrumen pengendalian 

ruang melalui RTRW dan RDTR dalam mengendalikan alih fungsi lahan 

pertanian, namun implementasinya belum optimal. Bappeda berperan dalam 

perencanaan dan koordinasi kebijakan, DPTR dalam pengawasan zonasi dan 

perizinan, DPKP dalam penyediaan data dan perlindungan lahan pertanian, 

serta BPN dalam memastikan kesesuaian tata ruang melalui Pertimbangan 

Teknis Pertanahan. Meski demikian, pengendalian masih menghadapi 

tantangan berupa tekanan urbanisasi dan investasi, lemahnya penegakan 

hukum, keterbatasan dan kecilnya luasan lahan pertanian, rendahnya nilai 

ekonomi pertanian, serta pelanggaran pemanfaatan ruang. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik, sehingga 

efektivitas pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum tercapai secara 

maksimal dan berpotensi mengancam ketahanan pangan serta keberlanjutan 

ruang hijau di Kota Yogyakarta. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah 

Kota Yogyakarta memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang melalui 

penegakan hukum yang tegas terhadap alih fungsi lahan, peningkatan 

pengawasan DPTR, serta koordinasi yang lebih efektif dengan Satpol PP. 

Pemerintah juga perlu mengintegrasikan data spasial antar-instansi melalui 

satu sistem informasi terpadu agar potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih 

cepat. Selain itu, diperlukan inovasi kebijakan berupa pengembangan pertanian 

perkotaan, pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian, dan pendampingan 

ekonomi bagi petani. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui 

sosialisasi RTRW dan pelibatan publik dalam pengawasan. Pemerintah daerah 

juga disarankan menetapkan kawasan pertanian prioritas guna menjaga 

ketahanan pangan lokal, sehingga implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2021 

dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. 
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